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ABSTRACT

The pt of Common Property is generally used in managing fishery resources. but in fa
The conee / .

favorable for the Indonesian traditional fishermen. This article introduces another concepy, 4 N
avort alled

Teritorial Use Rights i Fisheres (TURF) to substitute the Common Property concept, Atalls I;
crmton: ! V. the

TURF has been applied in certain areas in Indonesia. One of those areas is in South Sy

°t it s nos

same 1dea as

-~ . . - IWeq,
g % & . tradition as a specific way in managing the fishery resopren. — .
where we can find “rompong tradition as a spe Y Tesources. This

traditional concept 1s subject to adat law so that it can be adopted to become our positive legal s
This idea is consistent with Law No. 5 of 1960 stating that Indonesian adat law wil] he the basic o

the development of agrarian law. including law on fishery.

. PENDAHULUAN

Sejak pertengahan abad ini, di kalangan ahli perikanan mulai muncul Xeraguan
terhadap konsep “milik bersama” (common property) sebagai dasar kebijakan pengelolaan
sumberdaya perikanan.! Setidaknya terdapat empat kerugian nyata yang ditengarai sebagai
dampak dari penerapan konsep “milik bersama’.*

Pertama, adanya kecenderungan pemborosan sumberdaya secara fisik. sebab menuny
logika nelayan apa pun yang disisakannya (tidak ditangkap) di laut untuk hari esok. akan
diambil oleh orang lain hari ini. Karena itu, Kita tidak bisa berharap bahwa nelayan akan
membatasi hasil langkaparuiya demi pendapatan di kemudian hari.

Makalah pada Seminar Bersama Universitas Hasanuddin-Universitas Kebangsaan Malaysia dengan
tema “Dinamika Perkembangan Kebaharian Masyarakat Indonesia dan Malaysia.” tanggal 10 sd.
12 September 1996 di Ujung Pandang.

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang: sedang menulis disertasi
tentang “hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan” pada Program Pascasarjana UGM. Yogyakarts.
Lihat antara lain, Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons” (Science, 1968, Volume 102,
December, hlm. 1243-1248), dan H. Scott Gordon, “The Economic Theory of Common Resourced
, The Fishery” (Journal of Political Economy, 1954, Volume 62, hlm. 124-142).

Fliancis T. Christy Jr., “Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions™ (F40
Fisheries Technical Paper, No. 227, 1982, 10 hlm.).
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HAK PE%\!GGUNAAN WILAYAH UNTUK PERIKANAN
y ( EHF?!TOHIAL USE RIGHTS IN FISHERIES)
asus Tradisi Penangkapan Ikan dengan Rompong

? di Propinsi Dagrah Tingkat | Sulawes! Selatan
Redug, pemborosan dilam

i Kecenderygan terlyly b arti ckonomis, Tanpy pembatasan modal dan tenaga kegga,
‘)Cll‘l'lni"l'll'lll yerikan: ‘ u ik l{puyu untuk meningkap ikan yang begitu sedikit. Pada
gl )-';t (;itla‘n ‘L' d;hlln .y:mg bcrlcbnhan,jumluh ikan yang sama alau bahkan lebih banyak
:E‘ N ‘.g‘ap oleh _luml’tlh helayan dan peryhu yang lebih sedikit daripada yang
digun: .dn sesungguhnya, Ing berarti, balwa penerimaan tolal yang sama atau lehih besar
dapat diperoleh dengan biay £3 \

4 wotal yang lebih rendah. Selisih antar: im:
e W e . & - Selwsth antara pencrimaan total
dengan biaya total yung akan diperolely seandainya keikutsert

e aan pada perikanan dibatast
(atan konsep “inilik bersama™ tidak diterapk e

an} merupakan “bunga ckonomi”.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari yany keduy maka
di negara berkemb:

keadaan

pendapatan rata-rata dari nelayan
anilic ber:fni:‘r}dg'm'ng berada di alau dekat dengan tingkat paling rendah. Kakiwu
Ik bersama’™ dihilangkan dan diperoleh “bunga ekonomi”, maka bunga ity
akan dibagl di antara nelayan, sehingga pendapatan rata-rata dapat dinaikkan. Tetapi
kemiskinan nelayan, bukan semata-mata dampak dari penerapan konsep “milik bersama’,
karena ada juga faktor budaya, sosial, dan ekonomi lainnya turut terlibat.

Keempat, konflik di antara nelayan. Hal ini terjadi dalam bentuk tumpang-tindih di
antara para nelayan yang memakai sumberdaya yang sama dengan peralatan yang sama
pula. Juga terjadi di antara para nelayan yang memakai peralatan berbeda pada sumberdiya
yang sama, khususnya di antara para nelayan besar dan kecil, Atau pun terjadi di antara
para nelayan yang menggunakan peralatan yang berbeda tetapt menangkap persediaan
ikan yang berlainan pada daerah penangkapan yang sama, seperti antara pukat harimau
yang bergerak dengan jaring menetap atau perangkap.

II. HAK PENGGUNAAN WILAYAH UNTUK PERIKANAN

Sehubungan dengan “tragedi milik bersama”_ meminjam istilah yang digunakan
Garrett Hardin _ tersebut, maka mulai diperkenalkan konsep Territorial Use Rights in
Fisheries (TURF) yang untuk kepentingan diskusi ini diterjomabkan menjadi Hak
Penggunaan Wilayah untuk Perikanan (HPWP), HPWP felah dikctalui ada sejak berabad
abad. Secara tradisional hak-hak ini timbul (beberapa di antaranya masih dipertabankin)
karena pada keadaan tertentu hak-hak itu relatit mudah diperoleh dan
dipertahankan.Sumberdaya yang menetap seperli Geam, kerang-kerangan dan cumput Laut,
sejak lama telah menjadi pokok-pokok hak-hak pemilikan, Sergius Orata membudidayakan
tiram di Danau Lucrine selama masa awal Kerajaun Romawi.?

HPWP dapat berkenaan dengan permukaan, dasar, afau sclurmh lajue aic pada soatu
daerah tertentu, Luas wilayah akan berbeda-beda sesuai deugan penggungan dan sifat-

P hid
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dayn M8 larug cukup hesar, schinggs penggunaun g;

(n nilai pengpunitin di dalam wiliyah, W“'(l’l lune

ahankan dan dilindungi oleh h”kudwh ity

ayah itu schaiknya diberi tanda y;:gs'c]rta
Jelag

a, Sumber
wpi secari oyl
alv dapat diper!
u, batas-batas wil

sifal ;:cogrn!’isny
wilayah ik MENET
hendaknyd dengan mud
kelembagaan negard. Karena it

dan dapat dikenali.*
ari pengembangar, HPWP ini dapat mencakup hyk
Unlyk

keikutsertaan orang lain dalam wilayah itu; meney,
pak untuk menggambil maslahat dari mng]dpkan
sumberdaya dalam wilayah, Lamanya penguasaan atas wilayah itu dapat bervariasi,?”naan
harus cukup lama schingga memungkinkan pemilik HPWP memperoleh pendapat » tetapi
a5 modal yang telah ditanam. Dalam hal HPWP itu dimiliki mas;:r:kmg

al,

h itu mungkin (erus-menerus.’

Pada taral permulaan d

menghalangi atau membatasi

volume dan jenis penggunaan;

memuaskan al
maka penguasaan wilaya

PENANGKAPAN IKAN DENGAN ROMPONG ¢

Berdasarkarn deskripsi tentang HPWP tersebut, maka tradisi penangkapan ik:
rompong dapat dikategorikan sebagai suatu contoh kasus. Tradisi seperti ini de o dongan
dapa.l dijumpai pada bagian perairan Selat Makassar, Laut Flores, atau Telnl%an mudah
perairan yang mengelilingi Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan i difl)nte Iﬁ_
elah

berlangsung sejak lama sekali.”
Rompong secara fungsional adalah alat penan kap ik isi
beberapa batang bambu panjang diikat meﬂjadi §atu1? y;nngtr:il;?;l;lﬁ?fzmknya b.emp&
ie'l;nkan.ke dasar laPt dengan menggunakan batu pemberat, schingga éa:‘aifi}’a .
. di[angka UalI;h aurll-daun ktlzlapa, sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan ul;gmajlz
dan berfungsi sebap- ' nelayan. Ujung bambu yang lainnya muncul di perimuk
gai tanda keberadaan rompong. ukaan laut

111. TRADISI

Dari ujung bambu yan i

. g muncul di permukaan la t itul

i S ut itulah nelayan menentukan posisi

perdiran yang Cixlaim sebagai kepunyaannya. Setiap unit rompong biasanya 111{1 Pz;llbl
) Enc: p

‘ bid
5 Ibid,
Deskripsi lebih ler '
' 1gkap mengenai HPW
Menguasai atas Perai P secara tradisional d i
erdiran Pantai IH[JEI[ dibaca dalam iy err] i
Pascasarjana Univers antai untuk Usaha Perikanan”, 7esis Magi Sudirman Saad, “Hak
Beluin ada inf eritis Gadjah Mada, Yogyakerta 1994' sis Magister Timu Hukum Program
ormasi pasti tente i : 7
Handels en Zee ; ang kapan tradisi ro :
Zeerecht in Adatr - mpong itu bermula, tetapi disertasi "
Lyden, 1937, tradtisi it « echisregelen van de Rechtskring Zuid C ) te 1‘1'31 disertasi Carron, “Het
i sudah mendapatkan perhatian 10 Colebes", Nederland: Univessi
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; ’ Progins) Dasersh T ingrat | Gulawesi Golatan
glatns preomtat seluas Kurany Jebih 104

1.1 g sol pe P adV TR : A ‘

11 wheter JIEys, Yany diuknr secara ssAns

r 7R T L | )
s ANAING 250 I0EE fraka satiy sis (seiptny - .
' J ALY Concpagar wous ain) don snasing-masing 10 moeter

I"""h N liﬂms}f;s abam 'lrll'/.y;,}, yany o

f;,’/!f“ ”“ r :.]4 g , 1 iqcq

g o 1ekayan Yain (uian pranilis. rompon;

jdak digratrletikan IEnatigap tan, y / f Imnpony)
v c f >

MA prenanyglagian ivan yany tersifat seyreatif,
onmmintas nelayan snesnms 4 !

v ¥ L . aiy J”" /, agseares b ¢ 4

e aritars | ’ K IOMpPOny sesatn teieelogs i, di soana vAiag velayas
0 41l 4 ’ Syl ’
AL A NIa a9zn ezt unit rompany, Hr;s.",‘-”,o/a kf:]f;rr;;}f!k terpantuny darj
5 "e “re Leli b " ’ s £
Iitihssyasy (PEOAAS), JAsvg ettt gnelitian soerehn seerilivi paemi periianan cavup
bysat, MasIng-nasing Yawas

AN FEXAN A0 \Anpyal guynssn rompany Sigasany ditreri nasma
[wyaknyn presiamsiaats dean”

it ;/:rmm_n skt desmikinng yunttiys sehingps sesehn berhak menghitahansnys
pepada orang Vain, veAaps belus ada informasi babws Kaim perairan it boleh
diperpuathelian,” Ylaim peraivan i jupa mendagss penpavumn oleh muyarakat di
sl arn g, e Aertnlets edivea ada neluyan Sain smasuk senangap ikan dalasn wilayah
prerainan sy Gk, smaka segera sendagmt senesi verns dani peiliv anasm, Pada
(abun VOT2 Aerjadi konflik amara dua Lelompoy nelayan, yang berlatarhelakany
penyerobotan wilayah, Ujung Kisah dari vontlik ini islah diakuinga Ylaim peraisan,’”
fabskan dalasn separabinya, rompony bl jupa terfungsi sebapai tanda batas wilayah
Kerafants naritim,”

IV, IMPLIKAST LEGAL DAN KELEMBAGAAN

Deskripsi tnengenal iradisi penanglapan i dengan rompony terscout menyatakan
satus bl babywra PSP sty tetap dipentabanyan oleh masyarakat nelayan tradisional, ™
Veadaans ini sessabin snengubhilan “Gecurigaan” Christy, babwa para penasibiat prrikanan
senntiana mendesakan Yepada nepara-nepara Aantik Utars agar mengabaikan sistem
Basbebyabe b CVURED yany serekea yetabui s o negara-negara sedany berkemban g1

Vomnunitas melayan yang besukim i Yelurahan Bentengnge Yabupaten Bulikumba (Sulawesi
Gelatan) nenilies criain wilayah peraivan yang, mereka herd natna Sebuanpngpe, Mabelas, Pilau, Riase,
Tenpnyms, dan §rnbang,

" Ponban penelitian Sudinman Saad et al, di abupaten Selayar (1995) enyata Ylaim perairan di sekitar
il bt penanplapan ian tradisiona) — pemah dijadikan mabas untulk pemnikahan,

0 Kmun serupa jugs pemah terjadi di Peraivan Voarangjamnuan (sebelah utars Pulau Madura) antara
nefayan Madura dengan nelayan dark Cilacap (Kompas, 15 Juli 1995).

W Litat Baharuddin §ppa, Hukum Lat, Pelayaran, dan Perniagaan, Yandung: Alumni, 1942, blin.
1419,

% fehernpa perusatiann budidaya laut di perairan Selat Makasiar dan Teluk Toming menguaiai wilayash
peraivan besdusarkan 1zin Usaha Peri%anan, Penguasaan ind, dalam derajat tertentu dapat dikualifilsi

= sebagat TUIE, | ihat, Sudirman Saad, Loc, CIL,

Francis "1, Chrinty Jr, Loc, ClL,
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[phikast lex 1 dan kelembagaan Jari keadaan tersebut inlah, bahwi cksigiong l
Wb ¢ " : M ¥ . .. 7 il .‘l -
4 yuridis sangat Kuat, baik dalam kerangka hukum nasional Indonesia maupy
a) e, un
al. Dalam hukum [ndonesia, legitimasi ifu dijumpy;

JUmpaj

plernasion
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Keteny,
:in D‘“.
Lt rlr

). Bunyi selengkapnya ketentuan tersebut adalyy,
qraqan dan penangkapan ikan diatur dengan p Sehagyi
1'”

“,W[:
sovd b

Lerangka hukum | ”'1]..,"
wsal 47 ayat( alay,
a (UUPA

rta pemelih

ketentuan P
pokok-pokok Agrari
rerikut: “Hak guna-air 8¢

pemerintah.”
ang-undang tersebut menyebutkan, bahwa hak guny.,:

pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atg
engenai air yang berada di atas tanah milik sendiri, maky "}"lan'ah
cudah termasuk dalam isi dari hak milik atas tanah. Sayangnya, peraturan Pe;n l:}l ity
maksud hingga kini belum juga dikeluarkan. Karena itu, berdasarkan sis[cm‘;r;r;lah
um

yang di
Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum adat (Pasal 5 UUPA).

4 itu, dalam konteks hukum internasional, setidaknya HPWP trgdis;
ang Traditional Fishing Rights (TFR).» Histonal
ggorikan sebagai TFR, harus memenuhi syarat.

Penjelasan resmi und

milik sendin. Jika m

Sementar
berkaitan dengan ketentuan tent

Suatu kawasan yang dapat dikat
scbagai berikut:
1. Nelayan-nelayan yang bersang

perairan (ertentu;
Nelayan-nelayan tersebut telah mempergunakan secara tradisional alat-alat
5 ertenty;

Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu;

Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut, haru,slah

an yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan d?e(iayan-
5 aerah

Syarat

kutan secara tradisional telah menangkap ikan dj
Suaty

el sl

nelay
tersebut.”

Dengan demikian, bidang hukum dan kclémbagaan yang berkenaan deng
(L.erutama subsektor perikanan) merupakan tantangan yang tidak kalah pe ﬁ;ﬂ-ﬂ kelautan
d:age'n.dakan sgbagai salah satu persoalan strategié di masa depan Iiolll iﬂya lfntuk
penehuan-pen-elnian yang berkaitan dengan substansi tulisan ini T S uensm_ya,
yang proporsional. Wallahu’alam. - pACObenia pechafion

4o
Lihat ketentuan Articl p ;
15 g e 51 United Nation C ,
Lihat Hasjim Djalal, “ n Convention on the Law Y
“p, , of the Sea (UN
J erkembangan Hukum Nasional dalam Hubungannya diniaalfl)skmsi).
g van Hukum Laut

Internasional”, m

. , makalah dalam semin i

l m ! .

I i gion nasional Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional, Ujung
3 o
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